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ewan Perwakilan Rakyal
Dmvmmd:lk menggelar
apal  membahas  ten-

tang revisi  Undang-Undang
tentang Pemilihan Kepala Da-
erah atau UU Pilkada

Tiapat ini mernpakan respons
yang sangal cepal menyikapi
dua putusan Mahkamah Kon-
stitusi (MEK) yvang cukup meng-
gembirakan  publ Putusan
ng dihacakan pada Selasa
2024) itu seperti mem-
angin segar bagi alam de-
mokrasi.
amun, di sis1 yang lam. pu-
mengagetkan
ehlr.' oligarki kekuasaan yang
telah membangun siasat pan-
j alah satunya terlihat da-
alonan gubernur dan
wakil gubernur Jakarta
berapa kandidat kunc
disiapkan dalam p
rentak Lahun ini.

Putusan pertama ME ber-
kaitan dengan rat pen
an kepala daeral dari jalur
tai politik terka :
(threshold), MK

menyatakan
bahwa Pasal 40 Avat (1) Un-

dang-Undang Nomor 10 Tahun
2016 tentang Pilkada inkonsti-
tusional bersyarat,
Dampaknya, syaral penca-
lonan kepala daerah yang se-
belumnya ajibkan parpol
atau gabungan parpol memiliki
sekurang-kurangnya 20 persen
di DPRD atau 25 persen

dari akumulasi perolehan suara
sah  dalam  pemilu nggota
DPRD di daerah itu kini hanya

didasarkan pada hasil peroleh-
an suara sah di pemilu DPRD:
Keputusan ini membuka pe-
luang bagi partai-partai kecil
untuk mencalonkan kandidat
kepala daerah tanpa harus ber-
dengan partai |
an MK kedua v
kalah menarik terk:

ng tak
dengan

pemaknaan syaral usia penca-
MK

fonan  kepala  daerah.
memutuskan bahwa pel
an u minimum har
nuhi calon kepala daerah dan
calon wakil kepala daerah ke-
tika mendaftarkan diri sebagai
calon.

Titik penentuan u mini-
mum dimaksud dilakukan pada
pencalonan yang bermuara pa-
da penctapan calon kepala da-
erah dan calon wakil kepala
daerah. Putusan MK ini mem-
berikan penetapan bahwa sya-
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rat usia dihitung sejak penetap-
an pasangan ealon kepals da-
eral. bukan sejak pelantikan
sebagaimana putusan Mahka-
mah Agung sebelumnya.

MK adalah sikap Badan Legi
{Baleg) DPR, di mana institusi
ini melawan putusan MK de-
ngan melakukan be hvmp.l revisi
terhadap UU Pilk

Pertama, terkait m-rnh,ahm
Pasal 7 Ayat 2 Huru E UU
Pilkada, Panitia Kel
Baleg DPR merumuskan hatas
usia calon gubernur dan calon
wikil gubernur
hun terhitung se
pasangan calon tery

UU Pilkada yang mengatur ten-
tamg ambang bz P B.IIL-;,
DR melumusl\‘m rev
vang mengatur bahwa ambang
batas pencalonan 6.5 sampai 10
persen suara sah hanya berlaku
hagi pol nonkursi di DPRTY
Untuk ambang batas pencalon-
an hagi parpol kursi di DPRD
adalah 20 persen dari jumlah
kursi di DPRD atau 25 persen
dari perolehan suara sah.
Sesuai jadwal, DPR direnca-
akan segera menggelar t
paripurna dan secepat mun gkin
mengesahkan rancangan  per-
ubahan keempat UTT Pilkada
Sikap gawat Baleg DPR  ini
mengundang protes dan kepri-
lml 1an luar biasa.
yang  memiliki
munh 1 tergerak mengung-
gah gambar garuda dengan latar
helakang wama biru dan tulis-
an "peringatan darurat™
Posting-an darurat ini membe-
sar dan jadi trending. Ormas sipil
mulai berkonsolidasi untuk me-
lakukan aksi serentak melawan
arogansi sikap DPR yang di-
anggap mencedemi  konstitusi
dan semangat ne gara hukum se-
mementingkan tran-

wan politik semata,

Peringatan darurat

Posting-an  gam burung
garuda dengan pesan "peringat-
an  darurat” (’mhl-rl pesan
Daliwa ne gara ind saal ini sedang
tidak | Y

Posting-an ini tentu didasari
kegelisahan yang cukup pan-
jang dari n perilaku ak-
tor-aktor oligarki yang bermain
dengan sedemikian banal, khu-
susnya praktik penggunaan ke-

-

kuasaan uk membangun di-
nasti politik sehagaimana d:
lam pemiliban  presiden-
presiden dan hasilnya begitu
benderang terlihat saat ini.

Konstitusi  yang  dijunjung
tinggi  dipermainkan, aturan

bersama diterobos dengan ke-
sewenang-wenangan, dan apa-
rat  hukum  diperalat  untuk
mendukung kepentingan keku-
AN YN g menyimpang.

tan penting kondisi ke-
kuasaan, seperti rilis beberapa
ormas sipil, antara lain, terlihat

arl pembungkaman kritik de-
ngan - penggunaan 117 ITE,
represi aparal keamanan. peng-

gembosan  parlemen  dengan
merangkul lawan-lwwan politik,
pengendalian parpol. dan pem-
buatan regulasi yang menghi-
langkan partisipasi bermakna

Th samping itu, pembangun-
an infrastruktur yang mengg)
sur rakyal, pelemahan KPK. hu-
langnya fungsi cheoks and ba-
larces DPR. utang negara yang
terus bertambah, dan pem-
bungkaman ormas-ormas ke
agamaan  melalui pemnberian
izin pengelolaan-tambang yang
tak lepal.

Posting-an "péringatan daru-
rat” oleh gerakan masyarakat
sipil yang terutama ditujukan
kn‘p.ld.\ DPR menjadi titik K

i tumpuan sama sekali
DPR yang notabene
an dengan fungsi per-
(representalion)  dan
pengawasan (corntrol) saat ini

telah ke‘hilan;,an fungsinya.
Hak istimewa yang diberikan
I-.epad.\ DPR, seperti hak inter-
P i hak angket, hak meny:
lak;m pendapat, hak mengaju-
kan pertanyaan, dan hak m
nyampaikan u ul

an eksekutif ler‘hildl dlgja}a
dan tanpa pengawasan yang se-

Iayaknya dari DPR.

melilat

Berbagai l-ul‘mb.\n
5 h ki

. konsep m mis:
kuasaan dan check and balane,
idak berjalan, serta kekuasas
legislatif tunduk patuh pada -

tah kekuasaan eksekutit,

Negara hukum

i halik  posting-an "per-
ingatan darurat” muncul per-
tanyaan, apakah Indonesia saat

ini masih negara hukum Crule of

Jjamin hak-hak

law, rechtsstual) sebagaimana
tercantum dalam konstitusi?
Ataukah.,  sudah  berubah
menjadi negara kekuasaan (muo-
chistaat): kekuasaan
meny
tinggi dalam neg:
hLITll‘EI\ penguas;

Negara

kekuasaan, Sementara
hukum bermakna penyeleng-
garaan pemerintahan dijalan-
kan berdasarkan hukun,
TTnsur pentingnya menurut
AV Dicey ialah supremasi atur-
an-aturan hukum (supremacy of

negara

ferw), tidak adanya kekuasaan
vang sewenang-wenang (ubsen-
ce of arbitrary power). kedu-
dukan yang sama di hadapan
hukum (equality before the law).
serta jaminan  terhadap  hak
asasi manusia  (HLAM)  dalan
perundang-undangan
putusan-keputusan peng

Menuwut  Frederich  Julius
Stahl. beberapa unsur penting
negarad - hiukwm adalal perlin-
dungan HAM, pemisahan/pem-
bagian kekuasaan untuk men-
itu, pemerintah-
an berdasarkan peraturan per-
undang-undangan. dan peradil-
an administrasi dalam perse-
lisihan.

Persamaan penting  konsep
negara hukum menurut
dan Stahl adalah adanya per-
lindungan HAM sebagai unsur
Tundamental negara
Dalam hal ini, tata kelola nes
hukum harus memastikan tin-
dakan dan krlm akan negara tak
SEWenang-wenang sehingga
mencederai hak-hak masyara-
kat dan demokrasi.

Ki u, MK di Indonesia
adalah salah satu lembaga tinggi

negara yang melakukan keku-
an kehakiman vang l)k‘].‘llLl
lekat dengan penjaga
waan negara hukum. Kebers
daannya diberi wewenang besar
untuk mengadili pada tingkat
pertama dan lerakhir. Pultu
annya bersifat 1h
tunya untuk peng
hadap UUD RL
Dalam hal ini, MK adalah
jaga gawang konstitusi yang
wene hukum :
i negara. Karena itu, lembaga
ini dikenal sebagai the quardion
af constitutional dan juga the

jian UL

Jfinal interpreter of constitution.

Kewenangan ini cukup
strategis untuk menjaga eksis-

tensi negara hukuni sem.m;‘.tl
demokrasi, dan jaminan H
yanyg kerap dilemahkan oleh ke—
kuasaan eksekutil® dan bahkan
oleh lembaga le; atif.

i hukum In-
sedang men
us. Tata kelola
negara sepenuhnya dikendali-
kan kekuasaan eksekutif. Ak-
tor-aktor kunca di cabang ke-
kuasaan yang lain telah ditak-
lukkan serta menyebabkan kri-
sis independensi dan  kelem-

bagaan.
Dua putusan MK terakhir
menti kkan, ternyats: h

ada hakim dan putusannya yang
menjaga semangat negara hu-
kum, ideal demokr dan
ketinggian berkonstitusi.

Rubrik i menerima artikel dengan
topik aktual, relevan dan menyangut
kepentingan public. Artikel hanya
dikirim ke Opini Kompas. Panjang
artikel maksimal 5 000 karakter
dengan spasi. Kirim ke

Wi w.kompas.id/kirim-opini
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Utak-atik limbah
keramik jadi produk
menarik.

Yang kreatif bakal
selalu eksis.

>

Sikap clite politik bisa
runtuhkan simbol
negara.

Peringatan dini yang
patut didengar:

-

Transisi Jokowi ke
Prabowo, APBN makin
disesaki ulang.

Jangan sampat besar
pasak daripada
tiangnya.
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